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ABSTRAK 
 

Kajian ini bertujuan untuk menyusun strategi pengembangan industri perikanan, khususnya terkait 
industri pengolahan perikanan, terutama pada daerah-daerah sentra pengembangan perikanan dalam rangka 
mengantisipasi peningkatan produksi perikanan, mendukung peningkatan mutu dan nilai tambah produk 
perikanan, serta mendukung pembangunan ekonomi wilayah. Sementara itu sasaran dari kajian ini adalah: (1) 
teridentifikasinya kondisi industri perikanan Indonesia, khususnya industri pengolahan perikanan; serta (2) 
terumuskannya keterkaitan antarunsur dalam pengembangan wilayah berbasis perikanan; serta (3) tersusunnya 
konsep strategi pengembangan industri perikanan, khususnya terkait industri pengolahan perikanan, berbasis 
keunggulan spesifik daerah. 

Jenis data yang digunakan dalam kegiatan ini terdiri dari data primer dan data sekunder.  Data 
primer diperoleh dari hasil observasi, baik dalam bentuk kuesioner, FGD (focus group discussion), maupun 
wawancara pada pihak terkait dan dokumentasi. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui kajian desk 
study berupa data time series produksi perikanan dan pengolahan hasil perikanan, pertumbuhan ekonomi 
wilayah, dan peraturan daerah yang terkait pengelolaan perikanan. Analisis data yang dilakukan dalam kajian 
ini terdiri dari: (1) analisis deskriptif, diantaranya menggunakan diagram tulang ikan; (2) analisis SWOT; (3) 
analisis pengembangan wilayah, melalui analisis location quotient (LQ) dan analisis shift share (SSA).  

Berdasarkan hasil analisis diagram tulang ikan, beberapa permasalahan terkait industrialisasi 
perikanan dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu terkait: (1) mutu bahan baku, terdiri dari: penerapan 
good handling practices (GHdP), fasilitas penanganan perikanan yang dipasok untuk industri, dan penerapan 
sanitasi pada pekerja dan peralatan penanganan ikan; (2) jaminan mutu, meliputi: jaminan mutu bahan baku, 
jaminan mutu produk, sertifikasi mutu, dan ketertelusuran informasi produk; (3) pelayanan pelanggan, 
meliputi: kesesuaian produk dengan permintaan pelanggan, ketersediaan pasokan produk untuk konsumen, 
pengiriman produk tepat jumlah dan tepat waktu; dan (4) kemampuan teknologi. 

Sepuluh provinsi dengan nilai LQ tertinggi adalah Provinsi Maluku (LQ = 6,40), Sulbar (LQ = 6,36), 
Sultra (LQ = 4,54), Gorontalo (LQ = 4,59), Bengkulu (LQ = 4,21), Maluku Utara (LQ = 4,06), Lampung (LQ = 
3,70), Sulteng (LQ = 3,68), Sulut (LQ = 3,65), dan Sulsel (LQ = 3,31). Nilai LQ lebih dari 1 menunjukkan 
bahwa lapangan usaha yang bersangkutan memiliki keunggulan relatif yang lebih tinggi dari rata-rata atau 
disebut juga lapangan usaha basis Sementara itu, sepuluh provinsi dengan perhitungan nilai SSA tertinggi 
adalah Sulsel (SSA = 1,15), Sulbar (SSA = 0,9), Sulut (SSA = 0,86), Sulteng (SSA = 0,76), Maluku (SSA = 
0,70), Sultra (SSA = 0,61), Gorontalo (SSA = 0,61), Maluku Utara (SSA = 0,50), Lampung (SSA=0,47), dan 
Bengkulu (SSA = 0,45). Nilai SSA yang positif menunjukkan bahwa sektor perikanan termasuk ke dalam sektor 
yang mengalami pertumbuhan. Berdasarkan analisis SWOT, didapatkan 15 strategi pengembangan 
industrialisasi perikanan, khususnya terkait pengembangan industri pengolahan perikanan, yaitu: (1) 
Peningkatan ekonomi wilayah melalui peningkatan populasi industri pengolahan hasil perikanan terutama 
UMKM; (2) Inisiasi pengembangan industri hasil perikanan yang memiliki nilai tambah tinggi termasuk 
industri berbasis bioteknologi; (3) Pemberian insentif fiskal bagi usaha kecil untuk peningkatan daya saing; (4) 
Peningkatan peranan pemerintah pusat maupun daerah dalam menjaga food safety produk hasil olahan 
UMKM; (5) Penguatan rantai pasok, kemitraan dan perluasan pasar; (6) Penyesuaian potensi wilayah 
sumberdaya perikanan terhadap industri hilir yang memiliki nilai tambah tinggi; (7) Penyediaan peralatan dan 
teknologi tepat guna; (8) Penerapan penangkapan yang berkelanjutan; (9) Peningkatan suplai bahan baku 
memalui pemanfaatan potensi perikanan di wilayah dengan nilai LQ tinggi; (10) Penerapan teknologi 
budidaya; (11) Peningkatan pendirian industri perikanan yang memiliki nilai tambah dan diversifikasi produk 
tinggi; (12) Peningkatan sertifikasi kelayakan pengolahan (SKP); (13) Penguatan infrastruktur di daerah yang 
memiliki potensi yang tinggi (LQ tinggi) namun pemanfaatannya masih rendah (SSA rendah); (14) Peningkatan 
jaminan mutu, keamanan pangan, dan  perbaikan sanitasi di UKM dan Industri; dan (15) Akselerasi 
pengembangan pusat pertumbuhan industri perikanan dengan nilai tambah tinggi di lokus pilihan (optimalisasi 
kapasitas terpasang industri perikanan). Selanjutnya berdasarkan analisis LQ dan jumlah produksi pengolahan 
ikan per provinsi, dilakukan pemetaan provinsi berdasarkan nilai LQ dan volume produksi UPI ke dalam 
sembilan  kuadaran. Kemudian ke-15 strategi pengembangan industrialisasi perikanan, khususnya terkait 
pengembangan industri pengolahan perikanan juga dipetakan ke dalam sembilan kuadran tersebut. 

Berdasarkan uraian tersebut, strategi industrialisasi perikanan, khususnya terkait pengembangan 
industri pengolahan perikanan, untuk mendukung ekonomi wilayah, terdiri dari: (1) Peningkatan koordinasi 
antarsektor dalam rangka hilirisasi industri perikanan, (2) Sinkronisasi kebijakan dan pengkajian ulang 
kebijakan yang menghambat industrialisasi perikanan; (3) Pengembangan industri perikanan pada daerah 
yang memiliki LQ tinggi (LQ>4), yaitu: Sulbar, Gorontalo, Bengkulu dan Maluku Utara, agar dapat memberi 
sumbangan terhadap peningkatan ekonomi wilayah sebagai basis perikanan nasional; serta (4) Ppemilihan 
skala industri yang tepat yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya perikanan yang berkelanjutan, 
utilitas dan kapasitas industri, serta keunggulan wilayah.  
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1. LATAR BELAKANG 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 

mengamanatkan peningkatan produksi perikanan, termasuk di dalamnya ikan, rumput laut, 
garam, dan hasil olahan, menjadi dua kali lipat atau mencapai 40-50 juta ton pada akhir tahun 
2019.  Pada tahun 2014, produksi perikanan tangkap laut mencapai 6,02 juta ton, perikanan 
budidaya mencapai 4,25 juta ton, dan produksi rumput laut mencapai 10,08 juta ton (FAO, 
2016). Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara produsen hasil perikanan 
terbesar di dunia selain China. Namun demikian, keunggulan tersebut belum diikuti dengan 
kemampuan dalam meningkatkan nilai tambah. Ekspor produksi perikanan Indonesia masih 
berada di bawah China dan Vietnam. Indonesia juga tidak termasuk dalam lima besar negara 
pengekspor produk perikanan dunia. Ke depan, Indonesia masih memiliki peluang yang besar 
untuk meningkatkan ekspor produk perikanan karena adanya pergeseran gaya hidup sehat 
yang mendorong peningkatan konsumsi produk perikanan secara global. Walaupun demikian, 
mengingat tuntutan perdagangan global dengan tingkat persaingan yang tinggi, Indonesia 
perlu meningkatkan daya saing produk perikanannya dengan menghasilkan beragam produk 
kompetitif dengan mutu yang baik dan sesuai standar keamanan bahan pangan. 

Selain menitikberatkan pembangunan pada dimensi pembangunan sektor unggulan, 
seperti kedaulatan pangan serta kemaritiman dan kelautan, RPJMN 2015-2019 juga 
menitikberatkan pembangunan berdimensi pemerataan dan kewilayahan, baik terkait 
pemerataan antarkelompok pendapatan, maupun pemerataan antarwilayah desa, pinggiran, 
luar Jawa, dan Kawasan Timur. Sentra produksi perikanan saat ini cukup tersebar, untuk 
perikanan tangkap sebagian besar berada di Indonesia bagian Timur. Sementara itu, untuk 
perikanan budidaya dan industri pengolahan perikanan, sebagian besar berada di Indonesia 
bagian Barat. Petumbuhan produksi perikanan dan industri pengolahan perikanan diharapkan 
dapat menggerakkan perekonomian di wilayah sentra produksi perikanan tersebut dan 
menyumbang kepada pertumbuhan wilayah secara keseluruhan.  

Sehubungan dengan itu, untuk mengetahui kondisi dan permasalahan industri 
perikanan, khususnya terkait industri pengolahan perikanan, terutama pada daerah-daerah 
sentra pengembangan perikanan dalam rangka peningkatan produksi perikanan, peningkatan 
mutu dan nilai tambah produk perikanan, serta mendukung pembangunan ekonomi wilayah, 
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemen PPN)/Badan Perencana 
Pembangunan Nasional (BAPPENAS), khususnya Direktorat Kelautan dan Perikanan, 
bermaksud menyusun strategi melalui Kajian Industrialisasi Perikanan untuk Mendukung 
Pembangunan Ekonomi Wilayah, khususnya terkait industri pengolahan perikanan. Langkah 
ini merupakan antisipasi peningkatan produksi perikanan hingga dua kali lipat pada tahun 
2019 serta upaya peningkatan produktivitas usaha perikanan dan usaha skala mikro lainnya, 
termasuk pengolahan perikanan, yang menunjang rantai produksi usaha kecil yang menjadi 
potensi di suatu wilayah, sesuai dengan amanat RPJMN 2015-2019.  

 
2. TUJUAN 

Kajian ini bertujuan untuk menyusun strategi pengembangan industri perikanan, 
khususnya terkait industri pengolahan perikanan, terutama pada daerah-daerah sentra 
pengembangan perikanan dalam rangka mengantisipasi peningkatan produksi perikanan, 
mendukung peningkatan mutu dan nilai tambah produk perikanan, serta mendukung 
pembangunan ekonomi wilayah.  

Sasaran dari kajian ini adalah: (1) teridentifikasinya kondisi industri perikanan 
Indonesia, khususnya industri pengolahan perikanan; serta (2) terumuskannya keterkaitan 
antarunsur dalam pengembangan wilayah berbasis perikanan; serta (3) tersusunnya konsep 
strategi pengembangan industri perikanan, khususnya terkait industri pengolahan perikanan, 
berbasis keunggulan spesifik daerah.  
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3. METODOLOGI 
3.1 KERANGKA ANALISIS 

Industrialisasi kelautan dan perikanan menurut Permen KP No. PER.27/MEN/2012 
adalah integrasi sistem produksi hulu dan hilir untuk meningkatkan skala dan kualitas 
produksi, produktivitas, daya saing, dan nilai tambah sumber daya kelautan dan perikanan 
secara berkelanjutan, yang dilandasi oleh prinsip-prinsip: (1) peningkatan nilai tambah; (2) 
peningkatan daya saing; (3) penguatan pelaku industri kelautan dan perikanan; (4) berbasis 
komoditas, wilayah, dan sistem manajemen kawasan dengan konsentrasi pada komoditas 
unggulan; (5) modernisasi sistem produksi hulu dan hilir; (6) kesimbangan antara 
pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan; dan (7) 
perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat modern (transformasi sosial).  

Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tambah untuk pengolahan dapat dikelompokkan 
menjadi dua bagian yaitu faktor teknis, terdiri dari: kapasitas produksi, jumlah bahan baku 
dan tenaga kerja; serta faktor pasar, terdiri dari: harga output, upah kerja, harga bahan bakar 
dan input lain (Hayami, 1987). 

Investasi perdagangan internasional produk perikanan saat ini tidak hanya 
dipengaruhi oleh faktor permintaan dan penawaran, tetapi juga ditentukan oleh hasil-hasil 
konvensi dan perjanjian internasional perikanan. Perjanjian tersebut mengatur mekanisme 
perdagangan komoditi perikanan di pasar internasional. Untuk memasuki pasar ekspor 
beberapa hal strategis yang perlu dipertimbangkan adalah: komoditas produk, daya saing, 
mutu dan kualitas  produk, selera dan daya beli konsumen, delivery time, dan analisis kondisi 
negara tujuan ekspor, termasuk: populasi, agama, tradisi, kondisi sosial politik dan peraturan 
ekspor impor. 

Kebijakan pewilayahan digunakan untuk penerapan pengelolaan (manajemen) sumber 
daya yang memerlukan pendekatan yang berbeda-beda sesuai dengan perbedaan karakteristik 
spasial. Kemampuan memacu pertumbuhan suatu wilayah sangat tergantung pada 
keunggulan atau daya saing sektor-sektor ekonomi di wilayahnya. Nilai strategis setiap sektor 
di dalam memacu menjadi pendorong utama (prime mover) pertumbuhan ekonomi wilayah 
berbeda-beda. Keunggulan komparatif adalah perbandingan relatif antara kemampuan sektor 
yang sama pada daerah yang lebih luas dalam suatu wilayah. Sedangkan keunggulan 
kompetitif ialah potensi ekonomi dari produksi sektoral yang dihasilkan oleh suatu wilayah. 

Sektor ekonomi suatu wilayah dapat dibagi menjadi dua kelompok (Rustiadi, et al., 
2009), yaitu: (1) sektor basis, kelebihan dan kekurangan yang terjadi dalam proses 
pemenuhan kebutuhan tersebut menyebabkan terjadinya mekanisme ekspor dan impor 
antarwilayah. Industri basis akan menghasilkan output berupa barang dan jasa, baik untuk 
kebutuhan pasar domestik wilayah tersebut maupun dari wilayah lain (kegiatan ekspor sudah 
berkembang dengan baik); serta (2) sektor non basis, merupakan kegiatan ekonomi yang 
hanya melayani pasar di wilayahnya sendiri, dimana kapasitas ekspor di wilayah tersebut 
belum berkembang.  

Perkembangan suatu wilayah dapat diketahui melalui dampak multiplier yang 
dihasilkannya. Beberapa indikator yang biasanya digunakan untuk melihat perkembangan 
ekonomi suatu wilayah akibat adanya suatu aktivitas ekonomi adalah pendapatan (income) 
dan tenaga kerja (employment).   

 
3.2 METODE PELAKSANAAN KAJIAN 

3.2.1 Kerangka Analisis Kajian 
Kerangka analisis kajian ini digambarkan melalui diagram pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Kerangka Analisis Kajian Strategi Industrialisasi Perikanan untuk  Mendukung 
Pembangunan Ekonomi Wilayah 

 
 

3.2.2 Metode Analisis Data 
Analisis data yang dilakukan dalam kajian ini terdiri dari analisis deskriptif, analisis 

SWOT, dan analisis pengembangan ekonomi wilayah dengan pendekatan mikro-makro. 
(1) Analisis Deskriptif 
 Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang hal-hal yang 
berkaitan dengan objek kajian. Hasil analisis ini disajikan dalam bentuk tulisan, tabulasi data, 
matriks, gambar sesuai dengan konteks permasalahan yang dibahas melalui diagram tulang 
ikan (fish bone analysis). Diagram tulang ikan adalah diagram yang menunjukkan sebab 
akibat yang berguna untuk mencari atau menganalisis sebab-sebab timbulnya masalah 
sehingga memudahkan cara mengatasinya. Penggunaan diagram tulang ikan dalam kajian ini 
digunakan untuk mengetahui permasalahan yang paling sering muncul pada daerah atau 
sentra perikanan.  
 
(2) Analisis SWOT 

Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk 
mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan 
ancaman (threats) dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Proses ini melibatkan 
penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis atau proyek dan mengidentifikasi faktor 
internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. 
Analisis SWOT merupakan salah satu metode untuk menggambarkan kondisi dan 

Identifikasi permasalahan industri pengolahan 
perikanan 

Identifikasi dan analisis bahan baku, pelaku, 
aktivitas dan alur distribusi hasil perikanan 

Level penanganan hasil perikanan 
mulai dari aktivitas hulu hingga 
industri pengolahan perikanan 

Identifikasi dan analisis 
faktor-faktor yang 

mempengaruhi 
keunggulan daya saing 

industri pengolahan 
perikanan 

Identifikasi potensi kewilayahan 
industri pengolahan perikanan 

nasional 

Identifikasi penyebab permasalahan pada industri 
pengolahan ikan  

Penyusunan strategi industrialisasi perikanan, 
khususnya pengolahan perikanan untuk mendukung 

pengembangan ekonomi wilayah 



5 
 

mengevaluasi suatu masalah, proyek atau konsep bisnis yang paling sering digunakan untuk 
mencari strategi yang akan dilakukan. Analisis SWOT hanya menggambarkan situasi yang 
terjadi bukan sebagai pemecah masalah. Analisis SWOT terdiri dari empat faktor, yaitu: 
a) Strengths (kekuatan), merupakan kondisi kekuatan yang terdapat dalam organisasi, proyek 

atau konsep bisnis yang ada. Kekuatan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat 
dalam tubuh organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri. 

b) Weakness (kelemahan), merupakan kondisi kelemahan yang terdapat dalam organisasi, 
proyek atau konsep bisnis yang ada. Kelemahan yang dianalisis merupakan faktor yang 
terdapat dalam tubuh organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri. 

c) Opportunities (peluang), merupakan kondisi peluang berkembang di masa datang yang 
akan terjadi. Kondisi yang akan terjadi merupakan peluang dari luar organisasi, proyek 
atau konsep bisnis itu sendiri. misalnya kompetitor, kebijakan pemerintah, kondisi 
lingkungan sekitar. 

d) Threats (ancaman), merupakan kondisi yang mengancam dari luar. Ancaman ini dapat 
mengganggu organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri. 

Selanjutnya, analisis SWOT dipetakan ke dalam matriks sebagai tabel informasi 
SWOT. Kemudian dilakukan pembandingan antara faktor internal yang meliputi strengths 
dan weaknesses dengan faktor eksternal opportunities dan threats. Langkah berikutnya 
adalah penyusunan strategi alternatif untuk dilaksanakan. Strategi yang dipilih merupakan 
strategi yang paling menguntungkan dengan resiko dan ancaman yang paling kecil. Selain 
berguna untuk pemilihan alternatif, analisis SWOT juga dapat digunakan untuk melakukan 
perbaikan dan improvisasi dengan mengetahui kelebihan (strengths dan opportunities) dan 
kelemahan (weaknesses dan threats) (Rangkuti, 2006). 

 
(3) Analisis Pengembangan Ekonomi Wilayah  

Analisis yang digunakan untuk mengetahui indikator sektor basis, keunggulan 
komparatif, dan keunggulan kompetitif wilayah adalah metode Location Quotient (LQ) dan 
Shift Share Analysis (SSA). 
a) Analisis Location Quotient (LQ) 

Metode LQ digunakan untuk mengetahui potensi aktivitas ekonomi yang merupakan 
indikasi sektor basis dan non basis yang merupakan perbandingan relatif antara kemampuan 
sektor yang sama pada daerah yang lebih luas dalam suatu wilayah. Asumsi yang digunakan 
adalah terdapat sedikit variasi dalam pola pengeluaran secara geografi dan produktivitas 
tenaga kerja seragam serta masing-masing industry menghasilkan produk atau jasa yang 
seragam.  

Analisis LQ menunjukkan efisiensi relatif wilayah, serta terfokus pada substitusi 
impor yang potensial atau produk dengan potensi ekspansi pasar ke luar wilayah tersebut 
(ekspor). Hal ini memberikan suatu gambaran tentang industri yang terkonsentrasi dan 
industri mana yang tersebar (Shukla, 2000).  

Metode analisis LQ dirumuskan sebagai berikut:  

 
Di mana:  
Xij = derajat aktivitas ke-j di wilayah ke-i 
Xi = total aktivitas di wilayah ke-i 
Xj = total aktivitas ke-j di semua wilayah 
Xn = derajat aktivitas total wilayah 
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b) Analisis Shift Share (SSA) 
 Analisis Shift Share (SSA) digunakan untuk melihat keunggulan kompetitif suatu 

wilayah. Indikator yang digunakan untuk menunjukkan potensi ekonomi dalam analisis ini 
adalah sebagai berikut:  
 Total shift (pergeseran keseluruhan), merupakan pergeseran total suatu industri i adalah 

sama dengan selisih antara pertumbuhan yang terjadi (actual change) dengan 
pertumbuhan/perubahan yang diharapkan (expected change) terjadi jika industri i 
tumbuh pada laju yang sama dengan laju total pertumbuhan nasional (semua industri).  

 Proportional shift, merupakan pergeseran yang diamati tergantung pada perbedaan 
antara laju pertumbuhan nasional (dari seluruh industri) dengan laju pertumbuhan 
nasional dari masing-masing industri.  

 Differential shift, merupakan pergeseran yang diamati tergantung pada perbedaan antara 
laju pertumbuhan industri di wilayah bersangkutan dengan laju pertumbuhan industri i di 
tingkat nasional. Persamaan analisis SSA adalah sebagai berikut:  

 
                            a                    b                        c  
dimana:  
a = komponen share  
b = komponen proportional share 
c = komponen differential share 
X = nilai total aktivitas dalam total wilayah 
Xi  = nilai total aktivitas tertentu dalam total wilayah 
Xij = nilai aktivitas tertentu dalam unit wilayah tertentu 
tt = titik tahun akhir 

t0 = titik tahun awal 
 
 

3.3 DATA 
Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh 

dari hasil observasi, baik dalam bentuk kuesioner, FGD (focus group discussion), maupun 
wawancara pada pihak terkait dan dokumentasi.  Data primer lebih difokuskan pada kinerja 
sektor perikanan baik sektor ekonomi, sosial, lingkungan maupun kelembagaan serta 
permasalahan yang dihadapi. Data primer ini diperlukan untuk mengetahui kondisi eksisting 
pengelolaan perikanan di lapangan. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui kajian 
desk study untuk mengumpulkan informasi mengenai penelitian yang telah dilakukan 
sebelumnya maupun perkembangan terkini mengenai pengelolaan industrialisasi perikanan 
secara umum. Data sekunder yang digunakan diantaranya berupa data time series produksi 
perikanan dan pengolahan hasil perikanan, pertumbuhan ekonomi wilayah, dan peraturan 
daerah yang terkait pengelolaan perikanan. 

 
4. HASIL KAJIAN DAN ANALISIS 

4.1 Review Kebijakan  Industri dan Pengolahan Perikanan 
Sampai dengan tahun 2016, telah disusun beberapa kebijakan dan peraturan terkait 

pengembangan industri perikanan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan pelaku/ 
stakeholder terkait. Beberapa kebijakan/peraturan tersebut ada yang bersifat mendukung 
pengembangan industri perikanan, namun ada pula yang justru menghambat. Rincian 
kebijakan/peraturan tersebut dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Analisis Undang-undang yang Berkaitan dengan Kebijakan Industri Perikanan 

No. KEBIJAKAN YANG MENGHAMBAT 
INDUSTRIALISASI PERIKANAN KETERANGAN HASIL ANALISIS 

1. Peraturan Menteri KP Nomor 56 Tahun 2014, 
Permen KP Nomor 10 Tahun 2015 dan SE 
Sekjen KP No.  B-195/SJ.II/2016 dan No.                   
B-755/SJ.VI/2016 

Kapal-kapal ikan buatan luar negeri yang dimiliki Perusahaan 
Lokal tidak diperbolehkan operasi (tidak diberikan izin 
perpanjangan operasi) padahal Perusahaan dan kapal telah 
dianalisa dan evaluasi (Anev) dan dinyatakan lulus/tidak 
terindikasi IUU 

 Menghambat suplai bahan baku dan terjadi PHK pada 
tenaga kerja.  

 Sebaiknya segera dikeluarkan izin untuk kapal impor 
dengan syarat berbadan hukum Indonesia, lulus anev, 
legal, dan tidak terindikasi IUU Fishing. 

 
2. Peraturan Menteri KP Nomor 57 Tahun 2014 

Tentang transhipment 
 

Adanya larangan transhipment hasil penangkapan ikan di 
tengah laut dimana sebelumnya transshipment diperbolehkan 
asalkan dilakukan antar kapal dalam satu kesatuan manajemen 
dengan persyaratan ketat 

 Pengkajian ulang transhipment dengan pengawasan dan 
izin yang ketat, karena transhipment mampu menghemat 
BBM dan menjaga mutu ikan segar 
 

3. Permen KP No. 2/Permen KP/2015 tentang 
larangan penggunaan alat penangkapan ikan 
pukat hela dan pukat tarik di wilayah 
pengelolaan perikanan negara Republik 
Indonesia dan Keppres No. 85 Tahun 1982 

Adanya larangan KKP untuk penggunaan 17-macam alat 
tangkap berjenis pukat termasuk alat tangkap cantrang yang 
sudah lama digunakan secara tradisional oleh nelayan, juga 
pelarangan alat tangkap Pukat Udang (PU).  

 Perlu ditinjau kembali karena tidak semua alat tangkap 
merusak lingkungan dan secepatnya dicari solusi 
mengenai alat tangkap yang lebih baik atau sama 
efektifitasnya dengan cantrang. 

4. Permen KP nomor 42/Permen KP/2014 
tentang perubahan keempat atas peraturan 
Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 
02/Men/2011 tentang Alur penangkapan ikan 
dan alat bantu penangkapan ikan di wilayah 
pengelolaan perikanan negara Republik 
Indonesia. 
 

Adanya pembatasan GT bagi kapal penangkap ikan.   Perlu pengaturan zonasi penangkapan dan jalur trayeknya. 

5. Peraturan pajak PER.20.PJ.2015 , Surat 
Edaran Dirjen Pajak SE No. 33.PJ.2015,  dan 
Keputusan Dirjen Pajak nomor 
KEP.126.PJ.2015 
 
 
 
 

Adanya beban pajak tambahan untuk PBB Sektor Lainnya 
untuk Usaha Perikanan Tangkap (PBB perikanan) diterapkan 
berdasarkan jumlah kapal yang dimiliki dan diberlakukan tanpa 
memperhatikan kondisi kapal bisa operasi atau tidak 
 

 menyebabkan adanya tambahan biaya operasional yang 
tinggi 
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No. KEBIJAKAN YANG MENDUKUNG 
INDUSTRIALISASI PERIKANAN KETERANGAN HASIL ANALISIS 

1. PP No. 57 tahun 2015 tentang Sistem Jaminan 
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta 
Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil 
Perikanan 

Standar dan sertifikasi jaminan mutu industri perikanan, 
diharapkan mampu menaikan daya saing produk indonesia di 
pasar internasional 

 Dengan standar dan jaminan mutu yang baik, produk 
perikanan Indonesia dituntut untuk mampu menyaingi 
produk pasar internasional. 

2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 
No. 1 tahun 2015 tentang Penangkapan 
Lobster (panulirus spp), Kepiting (scylla spp) 
dan Rajungan (portunus pelagicus spp) 

Mampu menjaga kelestarian sumber daya perikanan dan 
keberlanjutan usaha perikanan (sustainability),  

 perlu pelatihan dan pendampingan yang intensif karena 
masih sulit diaplikasikan oleh nelayan. 

3. instruksi presiden  (inpres) no 7 tahun 2016 
yang diterbitkan pada bulan Agustus 2016 
tentang percepatan Industri Perikanan 

Menginstruksikan kepada 25 Pejabat negara/kementrian terkait 
untuk mengambil langkah-langkah strategis untuk melakukan 
percepaan industri perikanan nasional 

 Perlu ditinjau kembali untuk target peningkatan produksi 
perikanan tangkap dan budidaya dengan tetap 
memperhatikan potensi lestari (Maximum Sustainability 
of  Yield) 

 Pertumbuhan jumlah industri tetap memperhatikan 
kapasitas terpasang dan utilitas yang tinggi. 

4. Undang-undang nomor 7 tahun 1996 tentang 
Pangan dan Undang-undang nomor 31 tahun 
2004 tentang Perikanan, serta Peraturan 
Pemerintah nomor 28 tahun 2004 tentang 
keamanan Mutu dan Gizi Pangan  

Menetapkan agar produk pangan dalam hal ini hasil perikanan 
yang dipasarkan untuk konsumsi manusia harus mengikuti 
persyaratan-persyaratan yang ditetapkan sehingga dapat 
menjamin kesehatan manusia. 

 Mendukung program industralisasi perikanan  

5. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan 
Republik Indonesia Nomor Per.27/Men/2012 
Tentang Pedoman Umum Industrialisasi 
Kelautan Dan Perikanan 

Sasaran yang akan dicapai melalui industrialisasi kelautan dan 
perikanan adalah meningkatnya skala dan kualitas produksi, 
produktivitas, daya saing, dan nilai tambah sumberdaya 
kelautan dan perikanan.  

 

 Perlu dibuat regulasi untuk memudahkan tumbuhnya 
industri perikanan skala kecil dan menengah yang tersebar 
di Indonesia agar mampu menghasilkan produk berkualitas 
dan berdayasaing tinggi. 
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4.2 Isu dan Permasalahan Industrialisasi Perikanan 
Berdasarkan hasil pengamatan dan data sekunder yang terkumpul, diketahui bahwa 

permasalahan yang dihadapi oleh industri pengolahan perikanan berkaitan dengan kinerja 
diantaranya adalah: mutu ikan hasil tangkapan, jaminan mutu, pelayanan pelanggan, dan 
kemampuan teknologi. 
(1) Mutu Ikan Hasil Tangkapan 

Karakteristik bahan baku sangat mempengaruhi proses pengolahan dan mutu produk 
akhir yang dihasilkan. Produk akhir dengan mutu baik dihasilkan dari bahan baku yang 
bermutu baik. Pengaruh mutu bahan baku bagi keunggulan nilai industri sangat besar. 
Beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi mutu bahan baku terdiri dari penerapan Good 
Handling Practices (GHdP) pada aktivitas budidaya ataupun penangkapan hingga 
penanganan di industri, fasilitas penanganan perikanan yang dipasok untuk industri, serta 
penerapan sanitasi pada pekerja, peralatan penanganan perikanan dan lingkungan. 
(2) Jaminan Mutu 
Penolakan produk hasil perikanan Indonesia di pasar global diantaranya disebabkan oleh 
kurang cermatnya penanganan mutu pada aktivitas produksi di bagian hulu hingga aktivitas 
produksi di bagian hilir. Bagi industri pengolahan berbasis ekspor, jaminan mutu terhadap 
bahan baku dan produk serta dimilikinya sertifikat mutu dan ketertelusuran informasi produk 
merupakan syarat utama untuk memperoleh kepercayaan konsumen terhadap mutu produk 
yang dihasilkan. 
(3) Pelayanan Pelanggan 
Meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap produsen dan produk yang dihasilkannya 
dapat dilakukan dengan memenuhi kepuasan pelanggan terhadap produk sesuai dengan yang 
diinginkan. Dalam perdagangan bebas, kepercayaan pelanggan berperan memperkuat daya 
saing perusahaan. Bagi industri yang memasarkan hampir 90% produk yang dihasilkannya ke 
pasar ekspor, memenuhi kepuasan pelanggan sangat diperlukan untuk mempertahankan 
pangsa pasarnya dari pesaing perusahaan luar negeri maupun domestik. Beberapa hal yang 
perlu diperhatikan dalam meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan adalah: kesesuaian 
produk dengan permintaan pelanggan, ketersediaan pasokan produk untuk konsumen, dan 
pengiriman produk tepat jumlah dan tepat waktu. 
(4) Kemampuan Teknologi 
Peran teknologi dalam mendukung kegiatan operasional perusahaan untuk mewujudkan 
kinerja mutu yang baik di industri pengolahan ikan sangat besar. Untuk meningkatkan kinerja 
industri maka salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan meningkatkan kemampuan 
penguasaan teknologi dan penggunaan regenerasi penggunaan teknologi sesuai tuntutan 
pasar. Kemampuan teknologi perusahaan dapat diketahui dari kemampuannya menggunakan 
teknologi untuk menciptakan nilai tambah melalui rantai kegiatannya. Dengan kemampuan 
teknologi yang dimiliki, perusahaan akan mampu meningkatkan kemampuan produksinya, 
mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis dan bertahan dalam jangka panjang. 

 
4.3 Analisis Tulang Ikan Permasalahan Industri Pengolahan Perikanan 

Penyebab utama permasalahan dalam industrialisasi perikanan, khususnya terkait 
pengolahan ikan, di kelompokan menjadi empat bagian yang terdiri atas jaminan mutu, mutu 
bahan baku, pelayanan pelanggan, dan kemampuan teknologi. Secara rinci permasalahan 
tersebut diuraikan pada Diagram Tulang Ikan sebagaimana pada Gambar 2.  
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Gambar 2. Analisis Tulang Ikan Permasalahan Industri Pengolahan 

Dalam rangka menangani permasalahan terkait pengembangan industrialisasi 
perikanan, khususnya terkait pengolahan ikan, pada Tabel 2 diuraikan strategi penanganan 
masalah dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja industri pengolahan ikan.  

Tabel 2. Uraian Jenis Masalah dan Strategi Penanganan Permasalahan 

No. Jenis Masalah  Strategi Perbaikan Penyebab Masalah  

1.  Permasalahan terkait Mutu dan 
Jaminan Mutu Bahan Baku 

(1) Penyediaan peralatan dan teknologi tepat guna yang 
mendukung terjaminnya mutu ikan selama transportasi, 
termasuk  untuk penyimpanan dan pendinginan ikan di 
kapal, dengan harga lebih terjangkau  

(2) Peningkatan pengetahuan dan kesadaran nelayan, pekerja di 
TPI dan pihak pembeli untuk menerapkan kalayakan dasar 
jaminan mutu dan keamanan pangan 

(3) Peningkatan jaminan mutu dan keamanan pangan di TPI 
(4) Perbaikan sanitasi lingkungan di sekitar TPI dan perairan 

pelabuhan pendaratan ikan  
(5) Peningkatan pengetahuan dan kesadaran pelaku terkait 

untuk menerapkan GHdP dan sanitasi pada penanganan ikan 
yang ditransportasikan 

2.  Permasalahan terkait Mutu dan 
Jaminan Mutu Produk 

(1) Penyediaan teknologi tepat guna berupa peralatan dan 
teknologi produksi yang mendukung perbaikan mutu dan 
keamanan pangan produk bagi usaha kecil dan menengah 
dengan modal terbatas 

(2) Peningkatan penerapan jaminan mutu produk maupun 
dalam kegiatan produksinya 

(3) Peningkatan pengetahuan pelaku usaha terhadap standar 
mutu bahan baku dan produk  

(4) Peningkatan penerapan GMP dan SSOP serta upaya 
penerapan HACCP dalam kegiatan produksi 

(5) Peningkatan pemahaman tentang sertifikasi pada pelaku 
usaha pengolahan ikan 

(6) Pengembangan pelayanan sertifikasi mutu pada pelaku 
usaha pengolahan ikan 

(7) Peningkatan pemahaman mengenai ketertelusuran informasi 
(8) Perbaikan sistem pencatatan informasi produk maupun 
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No. Jenis Masalah  Strategi Perbaikan Penyebab Masalah  
bahan baku pada usaha pengolahan ikan serta aliran sumber 
pasokan oleh pihak - pihak yang terkait dalam rantai pasok 
ikan (pemasok dan pengelola TPI) 

3.  Permasalahan terkait 
Peningkatan Pelayan Pelanggan 

(1) Peningkatan kemampuan market intelligence untuk 
membaca preferensi pelanggan/calon pelanggan 

(2) Peningkatan mutu produk dengan meningkatkan standar 
pengawasan mutu 

4.  Lemahnya Kemampuan 
Teknologi 

(1) Penyediaan akses terhadap teknologi tepat guna yang lebih 
baik 

(2) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM industri 
pengolahan ikan skala kecil untuk menggunakan teknologi 
atau peralatan yang lebih baik 

(3) Bantuan modal bagi usaha kecil dan menengah 
 

4.4 Analisis Potensi Kewilayahan Industri Perikanan Nasional 
4.4.1 Analisis Location Quetions (LQ) 

Analisis LQ digunakan untuk mengamati keunggulan-keunggulan kompetitif suatu 
wilayah terhadap wilayah sekitarnya dan untuk menentukan lapangan usaha (sektor) basis 
suatu daerah. Keunggulan LQ terletak kepada kemampuannya untuk menunjukkan tingkat 
keunggulan relatif dari suatu lapangan usaha di suatu daerah terhadap lapangan usaha 
tersebut di daerah-daerah lainnya dalam suatu negara (wilayah referensi). Analisis LQ 
Nasional yang meliputi 33 provinsi dapat dilihat pada Gambar 3.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Analisis Nilai LQ Nasional 
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 Berdasarkan Gambar 4, pada tahun 2015, 10 provinsi dengan nilai LQ tertinggi adalah 
Provinsi Maluku (LQ = 6,40), Sulawesi Barat (LQ = 6,36), Sulawesi Tenggara (LQ = 4,54), 
Gorontalo (LQ = 4,59), Bengkulu (LQ = 4,21), Maluku Utara (LQ = 4,06), Lampung (LQ = 
3,70), Sulawesi Tengah (LQ = 3,68), Sulawesi Utara (LQ = 3,65), dan Sulawesi Selatan (LQ 
= 3,31). Ke-10 provinsi dengan LQ tertinggi tersebut, memliki nilai LQ lebih dari 1, yang 
menunjukkan bahwa lapangan usaha yang bersangkutan memiliki keunggulan relatif yang 
lebih tinggi dari rata-rata atau disebut juga lapangan usaha basis (lapangan usaha yang 
mampu memenuhi atau melayani kebutuhan atau pasar di daerah sendiri, bahkan dapat 
mengekspor barang dan jasa yang dihasilkannya ke luar daerah).  

 Penyebab  kemajuan  sektor  basis  adalah  adanya perkembangan jaringan 
transportasi    dan    komunikasi,    perkembangan    pendapatan    dan penerimaan   daerah,   
perkembangan   teknologi, dan perkembangan prasarana ekonomi dan  sosial.  Sementara itu, 
penyebab  kemunduran  sektor  basis adalah adanya perubahan permintaan dari luar daerah 
dan kehabisan cadangan sumber daya.  

 
4.4.2 Analisis Shift Share (SSA) 

Analisis keunggulan kompetitif wilayah dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 
pergeseran struktur ekonomi dari suatu sektor dibandingkan dengan cakupan wilayah yang 
lebih luas dalam dua titik waktu. Pergeseran struktur ekonomi tersebut dapat menjelaskan 
kemampuan berkompetisi (competitiveness) dari suatu sektor ekonomi serta menjelaskan 
kinerja sektor tersebut. Hasil analisis SSA Nasional dapat dilihat pada Gambar 4. 

Gambar 4. Hasil Perhitungan Nilai SSA Nasional 

Berdasarkan Gambar 4, 10 provinsi dengan perhitungan nilai SSA tertinggi adalah 
Sulawesi Selatan (SSA = 1,15), Sulawesi Barat (SSA = 0,9), Sulawesi Utara (SSA = 0,86), 
Sulawesi Tengah (SSA = 0,76), Maluku (SSA = 0,70), Sulawesi Tenggara (SSA = 0,61), 
Gorontalo (SSA = 0,61), Maluku Utara (SSA = 0,50), Lampung (SSA=0,47), dan Bengkulu 
(SSA = 0,45).  

Berdasarkan hasil analisis komponen pertumbuhan bernilai positif yang menunjukkan 
sektor perikanan termasuk kedalam sektor yang mengalami pertumbuhan. Pengembangan 
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wilayah merupakan strategi memanfaatkan dan mengkombinasikan faktor internal (kekuatan 
dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan tantangan) yang ada sebagai potensi dan peluang 
yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi wilayah akan barang dan jasa yang 
merupakan fungsi dari  kebutuhan baik secara internal maupun eksternal wilayah.  

 
4.5 Analisis SWOT 

Beberapa hal yang diidentifikasi sebagai kekuatan (strengths) industrialisasi 
perikanan adalah: (1) potensi sumber daya laut yang besar, meliputi perikanan tangkap, 
perikanan budidaya dan rumput laut; (2) pasar domestik yang besar dengan konsumsi per 
kapita hasil perikanan dan produk turunannya; (3) dukungan pemerintah dan akademisi bagi 
pengembangan industri pengolahan hasil laut; (4) jumlah industri UKM perikanan yang 
melimpah; dan (5) kebijakan daerah. 

Beberapa hal yang diidentifikasi sebagai kelemahan (weakness) industrialisasi 
perikanan adalah: (1) ekspor produk hasil laut masih rendah; (2) keterbatasan suplai bahan 
baku terutama musim paceklik; (3) belum terintegrasinya teknologi penangkapan ikan sampai 
dengan pengolahannya; (4) SDM dibidang industri pengolahan hasil laut masih belum siap 
pakai; (5) infrastruktur untuk mendukung pengembangan industri pengolahan hasil laut masih 
terbatas; (6) kapasitas produksi industri pengolahan ikan belum optimal; (7) jaminan kualitas 
dan mutu produk UKM masih sangat rendah; (8) kesenjangan pembangunan wilayah; dan (9) 
sumber daya perikanan tangkap yang tidak meratanya 

Beberapa hal yang diidentifikasi sebagai peluang (opportunities) industrialisasi 
perikanan adalah: (1) kebutuhan konsumsi dunia produk hasil perikanan yang semakin 
meningkat (besarnya peluang ekspor); (2) peluang diversifikasi produk hasil laut; (3) peluang 
pengembangan industri hasil laut non pangan dengan nilai tambah yang tinggi; dan (4) 
kuantitas SDM yang banyak dan tersebar di berbagai sentra hasil laut. 

Beberapa hal yang diidentifikasi sebagai ancaman (threats)  industrialisasi perikanan 
adalah: (1) isu tentang food safety; (2) persyaratan dan standardisasi produk yang mengacu 
pada standar internasional, masih sulit diadopsi dan diterapkan; (3) persyaratan ekspor 
semakin ketat; (4) penerapan integrated technology negara pesaing; (5) persaingan yang 
sangat ketat dalam mendapatkan bahan baku ikan segar; dan (6) produk lokal kurang 
kompetitif dibanding China, Vietnam dan Thailand. 

Berdasarkan hal tersebut, maka disusun matriks dan analisis SWOT sebagai salah satu 
metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (strengths), 
kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) dalam strategi 
industrialisasi perikanan untuk mendukung pengembangan ekonomi wilayah. Tabel 3 
menguraikan rincian kekuatan, peluang, kelemahan, dan ancaman dari kondisi industrialisasi 
perikanan, sehingga menghasilkan 15 strategi sebagai berikut: 
(1) S1: Strategi 1, Peningkatan ekonomi wilayah melalui peningkatan populasi industri 

pengolahan hasil perikanan terutama UMKM  
(2) S2: Strategi 2, Inisiasi pengembangan industri hasil perikanan yang memiliki nilai 

tambah tinggi termasuk industri berbasis bioteknologi 
(3) S3: Strategi 3, Pemberian insentif fiskal bagi usaha kecil untuk peningkatan daya saing 
(4) S4: Strategi 4, Peningkatan peranan pemerintah pusat maupun daerah dalam menjaga 

food safety produk hasil olahan UMKM 
(5) S5: Strategi 5, Penguatan rantai pasok, kemitraan dan perluasan pasar  
(6) S6: Strategi 6, Penyesuaian potensi wilayah sumberdaya perikanan terhadap industri 

hilir yang memiliki nilai tambah tinggi  
(7) S7: Strategi 7, Penyediaan peralatan dan teknologi tepat guna  
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Tabel 3. Matriks SWOT Industrialisasi Perikanan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Wilayah 
 STRENGTH (S) WEAKNESS (W) 

1. Potensi sumber daya laut yang besar (perikanan tangkap, 
perikanan budidaya dan rumput laut) 

2. Pasar domestik yang besar dengan konsumsi per kapita hasil 
perikanan dan produk turunannya  

3. Kebijakan pemerintah dan dukungan akademisi bagi 
pengembangan industri pengolahan hasil laut. 

4. Dukungan pemerintah daerah atas pengembangan perikanan 
5. Produsen Ikan terbesar ke-2 di Dunia 
6. Sebaran UPI didominasi oleh UMKM yang berpotensi dalam 

peningkatan ekonomi wilayah 

1. Ekspor produk hasil laut masih rendah 
2. Pemanfaatan potensi Perikanan untuk Industri perikanan tidak 

merata (LQ tidak berbanding lurus dengan SSA) 
3. Kemampuan Teknologi masih rendahpembangunan industri 

masih pada bidang pengolahan yang memiliki nilai tambah 
dan pengolahan yang rendah 

4. Infrastruktur untuk mendukung pengembangan industri 
pengolahan hasil laut belum merata 

5. Kapasitas produksi industri pengolahan ikan tidak sesuai 
dengan suplai bahan bakau) 

6. Jaminan Kualitas dan Mutu Produk masih sangat rendah 
7. Tidak meratanya sumberdaya perikanan tangkap (banyak 

daerah overfishing) 

O
PP

O
RT

U
N

IT
Y 

(O
) 

1. Kebutuhan konsumsi dunia ataupun nasional atas produk 
hasil perikanan yang semakin meningkat (besarnya 
peluang ekspor) 

2. Meningkatnya kegiatan diversifikasi produk hasil laut 
3. Tingginya keuntungan dan nilai tambah hasil laut non 

pangan. 
4. Besarnya peluang untuk membangun industri  

pengolahan di Wilayah penghasil lumbung ikan nasional 
(LQ tertinggi)   

5. Peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah yang 
memiliki potensi perikanan tinggi ( Gap antara LQ dan 
SSA). 

S-O 
 

 Peningkatan ekonomi wilayah melalui peningkatan populasi 
industri pengolahan hasil perikanan terutama UMKM 

 Inisiasi Pengembangan Industri Hasil Perikanan yang 
memiliki nilai tambah tinggi termasuk industri berbasis 
Bioteknologi 
 

W-O 
 

 Penyediaan peralatan dan teknologi tepat guna 
 Penerapan penangkapan yang berkelanjutan 
 Peningkatan Suplai Bahan Baku memalui pemanfaatan 

potensi perikanan di wilayah dengan nilai LQ tinggi  
 Penerapan Teknologi Budidaya 
 Peningkatan pendirian industri perikanan yang memiliki nilai 

tambah dan diversifikasi Produk tinggi. 
 Peningkatan sertifikasi kelayakan pengolahan (SKP) 

 

TH
RE

AT
 (T

) 

1. Isu tentang food safety 
2. Industri Hasil Perikanan di Indonesia saat ini masih 

memiliki nilai tambah rendah 
3. Industri Pengolahan Perikanan Negara ASEAN memiliki 

nilai tambah dan keuntungan yang tinggi  
 

S-T 
 

 Pemberian Insentif Fiskal bagi usaha kecil untuk 
peningkatan daya saing 

 Peningkatan peranan pemerintah pusat maupun daerah dalam 
menjaga food safety produk hasil olahan UMKM 

 Penguatan Rantai Pasok, Kemitraan dan Perluasan Pasar 
 Penyesuaian potensi wilayah sumberdaya perikanan terhadap 

industri hilir yang memiliki nilai tambah tinggi 
 

W-T 
 

 Penguatan Infrastruktur di derah yang memiliki potensi yang 
tinggi (LQ tinggi) namun pemanfaatannya masih rendah (SSA 
rendah) 

 Peningkatan jaminan mutu, keamanan pangan, dan  perbaikan 
sanitasi di UKM dan Industri 

 Akselerasi Pengembangan Pusat Pertumbuhan Industri 
Perikanan  dengan nilai tambah tinggi di lokus pilihan 
(Optimalisasi kapasitas terpasang industri perikanan) 
 

OPPORTUNITY (O) 
dan THREAT (T) 

STRENGTH (S) dan 
WEAKNESS (W) 
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(8) S8: Strategi 8, Penerapan penangkapan yang berkelanjutan  
(9) S9: Strategi 9, Peningkatan suplai bahan baku memalui pemanfaatan potensi perikanan 

di wilayah dengan nilai LQ tinggi  
(10) S10: Strategi 10, Penerapan teknologi budidaya 
(11) S11: Strategi 11, Peningkatan pendirian industri perikanan yang memiliki nilai tambah 

dan diversifikasi produk tinggi. 
(12) S12: Strategi 12, Peningkatan sertifikasi kelayakan pengolahan (SKP)  
(13) S13: Strategi 13, Penguatan infrastruktur di derah yang memiliki potensi yang tinggi 

(LQ tinggi) namun pemanfaatannya masih rendah (SSA rendah) 
(14) S14: Strategi 14, Peningkatan jaminan mutu, keamanan pangan, dan  perbaikan sanitasi 

di UKM dan Industri 
(15) S15: Strategi 15, Akselerasi pengembangan pusat pertumbuhan industri perikanan  

dengan nilai tambah tinggi di lokus pilihan (optimalisasi kapasitas terpasang industri 
perikanan) 
 

4.6 Strategi Industrialisasi Perikanan Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi 
Wilayah  

Berdasarkan hasil analisis sebelumnya dan hasil rumusan para pemangku sektor 
perikanan dan pengembangan wilayah, strategi industrialisasi perikanan, khususnya industri 
pengolahan, untuk mendukung pengembangan ekonomi wilayah disusun dengan 
menggabungkan strategi industrialisasi perikanan dengan hasil analisis kewilayahan 
berdasarkan nilai LQ dan volume produksi UPI menjadi sebuah matriks yang dapat dilihat 
pada Gambar 5.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Gambar 5. Matriks Pembagian Wilayah (cluster) Berdasarkan Perhitungan Nilai LQ dan 
Volume Produksi UPI 

 
Selanjutnya berdasarkan nilai LQ dan volume produksi UPI per provinsi yang telah 

dipetakan ke dalam kuadran pada Gambar 5, maka akan didapatkan pemetaan provinsi 
sebagaimana yang terdapat pada Gambar 6.  
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